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BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 41{ TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah
menetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18
Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2013;

bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan pada tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas
daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran
lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan
keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan, pergeseran kegiatan
antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan
kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta
perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan,
sehingga perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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10;

11.

12:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan  dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
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13.

14.

15.

16.

175

18.

19.

20,

21

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 T ahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



23.

24.

25.

26.

a7,

28.

29,

30.

31.

32.

33.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Presiden Nomor S T ahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2009-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2013;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008
Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008
Nomor 28 );

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2009 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010
Nomor 3);



34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2011 Nomor 5);

35. Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 yang
selanjutnya disingkat Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang merupakan lanjutan dari Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 sebagai landasan dan pedoman bagi
Pemerintah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pembangunan daerah tahun

2013.

Pasal 2

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi:

a. penyusunan perubahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 yang didahului dengan
penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta perubahan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

b. penyusunan perubahan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (renja
SKPD) Kabupaten Magelang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan; dan

c. seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung terlaksananya pembangunan
Kabupaten Magelang Tahun 2013.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dalam bentuk buku
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN MAGELANG TAHUN
2013 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2013

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

BAB V PENUTUP



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Agustus 20>

BUPATI MAGELANG,
SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
- pada tanggal 28 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOM{, PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR ...
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BAB YV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun
2013 ini merupakan pedoman yang harus dilaksanakan oleh segenap pemangku
kepentingan. Dalam rangka menjamin konsistensi pelaksanaan Perubahan RKPD
Kabupaten Magelang Tahun 2013, ada beberapa arahan yang perlu dipedomani

sebagai berikut:

1 Seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dan seluruh
pemangku kepentingan (stakeholders) berkewajiban untuk melaksanakan

program-program RKPD dengan sebaik-baiknya.

2 Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang berkewajiban
menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan pemerintah pusat, provinsi

dan kabupaten.

3 Untuk menjaga kesinambungan kebijakan perencanaan pembangunan dengan
kebijakan penganggaran, dokumen Perubahan RKPD ini harus menjadi pedoman
dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

4 Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, berkewajiban
untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berpedoman
pada RPJMD Kabupaten Magelang 2009-2014, Perubahan RKPD, dan
memperhatikan Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2013 sampai dengan

triwulan Il.

5 Untuk menjamin pemerataan pembangunan antar wilayah, semua SKPD agar
dalam menyusun Perubahan Renja SKPD mengacu pada Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang.

6. Merencanakan, dan melaksanakan upaya percepatan pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014, serta memanfaatkan seluruh potensi

yang dimiliki oleh SKPD dalam mendukung akselerasi pembangunan.
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